BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik
kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Knsumen Atas Kegiatan Pelaku Usaha

Ivestasiilegal Di Kecamatan Limboto Kabpaten Gorontalo

Perlindungan hukumnya melalui mekanisme laporan pidana yakni laporan ke kepolisian
atas adanya dugaan penipuan serta penggelapan dana konsumen yang telah di berikan pada
pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan
untuk memintakan ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha tersebut. Gugatan dimaksudkan
dalam hal ini jelas untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang diderita penggugat
sebagai wujud tanggun jawab dari tergugat. Bahwa kemudian dalam rangka melindungi
kepentingan konsumen diperlukan pula peran serta lemabaga-lembaga yang berkaitan
langsung dengan persoalan konsumen, hal itu tentu merupakan jalan utama dalam

menyelesaikan problematika konsumen.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Investasi llegal Di Kecamatan Limboto

Kabupaten Gorontalo

Akibat hukum dari pelaku usaha investas ilegal yang ada di Kecamatan Limboto
Kabupaten Gorontalo tersebut ialah ganti kerugian secara materil dan inmateril serta dapat

dimintakan pertanggung jawabannya atas tindakannya tersebut.
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5.2. Saran
Untuk perlindunganhukum terhadap konsumen atas resiko kerugian yang di timbulkan
dari kegiatan pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
adalah :
1. Nasabah aatau kreditur harus lebih memahami yang dimaksud investasi dan
bagaiamana cara berinvestasi yang baik dan benar.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan parkteknya perlu juga memahami tata cara investasi
yang baik dan benar serta etika dalam berdagang.
3. Pelaku usaha investasi ilegal seyogyanya mengembalikan dana atau modal yang telah

di serahkan pada pelaku usaha.
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